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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

A. Sejarah berdirinya DPRD Provinsi Riau 

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat 

Nomor 19 Tahun 1957.Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 

tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk 

berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, 

yaitu hampir 6 tahun (17 November1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-

undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, 

Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi 

wilayah daerah swatantra tingkat II  

1. Bengkalis 

2. Kampar 

3. Indragiri 

4. Kepulauan Riau, termaksuk dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara 

tahun 1956 No.25) 

5. Kotaparaja Pekanbaru, termaksuk dalam Undang-undang No. 8 tahun 

1956 No. 19 

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 

258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di 

lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam 

Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di 

tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera 

Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau.Dengan demikian, 

Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan 

kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri. 

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah 

menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk 
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semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka 

diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk 

mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam 

waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur 

dapat dipulihkan kembali. 

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di 

Kabupaten mulai ditertibkan.Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku 

Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur 

yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati 

Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman. 

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam 

Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara 

sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi 

hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim 

kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No.Sekr.15/15/6. 

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan 

penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan 

Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia 

khusus.Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I 

Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik 

Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. 

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar 

pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan 

dan Penguasa Perang Riau Kepulauan.Dari angket langsung yang diadakan panitia 

tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih 

Kota Pekanbaru.Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam 

Negeri.Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan 

No.Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

 Berdasarkan surat penetapan Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) tanggal 19 Agustus, Riau menjadi sebuah propinsi dan Daerah 
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administrasi. Dengan ditetapkanya gubernur pertama Provinsi Riau yaitu Mr. 

S.M. Amin Periode 1958 – 1960.Dalam maklumat mentri di tetapkan bahwa 

Komite Nasional Daerah di bentuk di provinsi dan keresidenan tersebut menjadi 

kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang 

mengatur rumah tangga sendiri.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota. 

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadi 

daerah otonom yang di delegasikan oleh pemerintah pusat. Di tetapkan melalui 

peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa 

provinsi Riau di jalankan oleh Gubernur dan di serahkan kepada Dewan 

Perimbangan Rakyat dan Badan Eksekutif pemerintah Daerah Riau berhubung 

dengan pemerintah. Pusat dan berada di bawah Menteri-menteri dan selanjutnya 

dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah 

otonom di Sumatera keresidenan dan daerah-daerah yang di tunjuk sebagai daerah 

otonom. 

B. Visi dan Misi DPRD Provinsi Riau  

Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005- 2025 adalah: 

VISI 

Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan 

Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera 

Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020 

MISI 

1. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan 

profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat; 

2. Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia; 

3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar 

kelompok masyarakat; 
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4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan; 

5. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan 

masyarakat agamis; 

6. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan 

memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan 

dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh 

pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni 

budaya dan moral; 

7. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, 

produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik; 

8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan 

sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan 

ekonomi masyarakat pedesaan; 

9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan 

budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, 

sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. 

10. Mewjudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

 

C. Sekretariat DPRD Provinsi Riau 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, 

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan 

DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.Sekretariat 

DPRD adalah satu organisasi daerah di provinsi Riau yang 

resmiterbentukberdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Organisasi dan taat kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD 

Provinsi Riau, yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi perangkat daerah.  
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Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi keseketariatan, 

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggrakan tugasnya 

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi 

kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan menyediakan pengoordinasian tenaga 

ahli yang diperlukan DPRD.  

Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) 

Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 

(tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian 

terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.Dinas terdiri dari 1 (satu) 

Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) 

Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi.Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian 

Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri 

dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-

banyaknya 2 (dua) Subbidang.Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha 

dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembaga 

Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. Dibawah ini adalah gambar susunan struktur organisasi 

sekretariat DPRD. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi kesekretariatan DPRD 

 

 

 

 

 
Sumber : DPRD Provinsi Riau 
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D. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 

Berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang 

organisasi dan tata kerja secretariat daerah dan secretariat DPRD Provinsi Riau, 

menegaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban 

membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas 

daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah, dan   tugas memimpin sekretariat daerah, 

membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas 

daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah.Dari uraian tersebut diatas maka tugas pokok Sekretaris DPRD adalah 

sebagai berikut:  

a. Mengkoordinasi perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, 

rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Sekretariat DPRD  

b. Menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengen dalian 

serta bimbingan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD  

c. Menyelenggarakan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas 

Sekretariat DPRD dengan SKPD dan instansi terkait;  

d. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;  

e. Menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau Tenaga Ahli yang 

diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;  

f. Mengkoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD  

g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, 

kepegawaian dan barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;  
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h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat kunjungan kerja, 

konsentrasi, konsultasi, workshop/bimbingan tekhnis, reses, hearing, dan 

kegiatan DPRD lainnya;  

i. Melaksanakan monitoring dan evalusi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;  

j. Melaporkan pelaksanaan tugas administratif kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban;  

k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah 

berkaitan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik 

daerah serta kepegawaian ; dan  

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya. 

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Sekretaris DPRD 

mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD:  

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan  

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 

DPRD. 

E. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, secretariat DPRD provinsi Riau 

perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan professional dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada dewan 

perwakilan rakyat daerah masyarakat. Secretariat DPRD Provinsi Riau 

berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang 

organisasi dan tata kerja secretariat daerah dan secretariat DPRD Provinsi Riau 

dimana jumlah pegawainya 185 Orang. 
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a. Jumlah PNS Berdasarkan golongan. 

Bila di klasifikasikan kedalam tingkat golongan, maka sebagaimana terlihat 

pada table 4.1 pegawai secretariat DPRD provinsi Riau terbanyak berada pada 

golongan III, atau sejumlah 96 orang (51,89%). 

Tabel. 4.2 

PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Golongan 

No. Golongan Jumlah 

1 Golongan IV 9 Orang 

2 Golongan III 96 Orang 

3 Golongan II 68 Orang 

4 Golongan I 12 Orang 

Jumlah 185 Orang 

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Prov Riau (31 Des 2013) 

b. Jumlah PNS berdasarkan jabatan/eselon 

Dari jumlah 185 orang pegawai secretariat DPRD Provinsi Riay, terdapat 1 

orang dengan jabatan eselon II, yaitu secretariat DPRD Provinsi Riau; 4 orang 

dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 4 Kepala bagian, serta 12 orang jabatan 

eselon IV yang terdiri dari 12 orang kepala sub bagian dan sisanya sebanyak 166 

orang adalah staff.  

Tabel 4.3 

PNS sekretaris DPRD Provinsi Riau berdasarkan jabatan/eselon 

No. Jabatan/Eselon Jumlah 

1 Eselon II 1 Orang 

2 Eselon III 4 Orang 

3 Eselon IV 12 Orang 

4 Staff/Non struktural 166 Orang 

Jumlah 185 Orang 

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Prov Riau (31 Des 2013) 
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c. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan 

Jika melihat tingkat pendidikan aparatur secretariat DPRD Provinsi Riau, 

maka komposisi pegawai dengan pendidikan SLTA/SMU/D.I/D.II yang terbanyak 

yaitu berjumlah 89 orang atau sekitar 48,10% dari jumlah pegawai secara 

keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus 

ditingkatkan. 

Tabel 4.4 

PNS sekretaris DPRD Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Strata 2 12 Orang 6,52 % 

2 Strata 1 64 Orang 34,59 % 

3 Diploma 3 6 Orang 3,26 % 

4 SLTA/SMU/D.I/D.II 89 Orang 48,10 % 

5 SMP 8 Orang 4,32 % 

6 SD 6 Orang 3,26 % 

Jumlah 185 Orang 100% 

 

 Dalam kaitan untuk mendukung kinerja dan pekerjaan, secretariat DPRD 

Provinsi Riau di dukung oleh fasilitas penunjang (perlengkapan/peralatan) seperti 

computer, printer, mesing scanner, dan Fotocopy, kendaraan dinas, ruang kerja di 

setiap bagian, hingga jaringan WIFI untuk mempermudah akses informasi global. 


